
SALINAN

BT]PATI I(EDIru

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENT'ANG

TA A KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika atau perkembangan

pemerintahan dan untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan

kewajiban daerah sefta untuk mernpercepat Pembangunan Daerah

sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Baik (Good Governarrce), perlu dibenruk Tim Pertimbangan

Percepatan Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas tanggal 21 Juli 2010 Nomor

065/1591418.33t2010 perihai l-aporan Hasil Konsultasi dengan Biro

Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Can dengan

Balitbangda darr Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait dengan

rencana pernbuatan Peraturan Btrpati tentang Tata Kerja Tim
Pertimbangan Percepatalr Pembangunan Kabupaten Kediri dan
Berita Acara tanggal 23 Juti 2010 Nomor Boot3lrt41g.3zlzo1o
tentang Pembrentukan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim
Pertimbangan Percepatan pembarrgunan Kabupaten Kediri;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud cjalam

huruf a Can huruf b, perlu menetapkan Peratulan Bupati tentang Tata

Kerja Tim Petimbangan Percepatan Penrbangunan dr Kabupaten

Kediri :

I . Undang-Undang Nomor "12 Tahun 1 950 tentang Pembentukan

Daerah.daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965;

2. Undang-Undang llornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaiarr sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999;

3. Urrdang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara vang Bersih dan Bebas dari Kcrupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. tjndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Pe ru ndang-un da ng a n;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Ja'vab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terrtang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagainrana bebe:apa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang llomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-lJndang Nonlor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Penrerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nonror 48 Tahun 200J tentang pengangkatan

Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon pegawai Negeri Sipil ;

10. Per aturan Pemerirrtah Noinor 58 Tahun 2005 terrtang pengelolaan

Keualrgan Daerah;

I l Peraturan pemerintah l,lomr:r 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah;
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Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusarr Pemelintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

13. Peraturarr Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 3 Tahurr 2005 tentang
Pedoman Tata l,laskah di Lirrgkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 10 Tahun 2008;

15' Peraturan Menten Dalarn Negeri Nornor '13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengarr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan lilenteri Dalam liegeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk l'lukum Daerah;

I 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan t)rorji.rk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang
l-embaran Daerah dan Berita Daerah;

,r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Pei.unjuk Teknis Per rataan Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENIANG TATA KERJA TIM
PERTIMBANGAI{ PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
KEI]IRI.

BAB I

KETENTUA?I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

'1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan perangkat Daerah
sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati aCarah Bup:ati Kediri.

4. Baoan Perencarraan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disehut BAPI,EDA adalah Badan Perencanaan pembangunan
Daerah Kabupaten Kediri.

5. Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan i,a.rg selanjutryr
disingkat Tp3 adalah Tim pertirnbangan percepatan pembangunan
Kabupaten Kediri.

I
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6. Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan yang

selanjutnya disebi.rt Ketua adalah Ketua Tim Pertimbangan
Percepatan Pernbangunau Kabupaten Kediri.

Bp,B ll

TATA KER..!A DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TP3

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 2

(1) Guna rnempercepat pembangunan daerah sesuai dengan Asas-asas

Urnum Fenyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dan untuk meiaksanakan trrgas, wewenang, hak dan kewajiban daerah,

perlu mengahrr T'ata Kerja TP3.

(2) TP3 sebagainrana ciimaksud pada ayat ('l ), ditetapkan oleh Bupati

dengan Keputusan Bupati.

Bagiarr Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 3

(i) Keanggotaan TP3 sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\

berasal dari akademisi, pelaku bisnis, praktisi, tokoh masyarakat yang

mempunyai keahlian tertentu dan unsur pernerintah daerah.

(2) Susunan keanggotaan 1'P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota;

c. AnEgota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. Bidarrg Ekonomi ;

b. Bidang Politik oan l-lr:kum;

c. Bidang Pemerintahan;

d. Bidang Sumber. Daya Mar,usia;

,
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e. Bidang Kenrasyarakatan.

fasai 4

Ketua sebagaimana dirtaksud dalam Pasal 3 zyat (2\ huruf a mempunyai

tugas :

a. Memimpin dan bertanggung iawab atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi rP3;..

b. Membina, mencJawasi oan nrengendalikan anggota TP3 dalam

melaksanakan tugasnya,

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP3 pada Bupati.

Pasal 5

(1) Sekretaiis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b

mempunyai tugas :

a. n'lenyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan rapat-

rapat TP3;

b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasiarr dan

pembiayaan dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TP3;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )

Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 6

(1) P.nggota TP3 sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c,

mempunyai tugas :

a. mernberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang
yang ditanuani,

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oieh Ketua.

(2) Anggota TP3 dalam rneialisanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua.

I
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BAB IiI

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

(1) TP3 sebagai;'nana drmal<sud dalam Pasal 2 ayal (2) mempunyai tugas

a. rrremberikarr naseftat dan pertimbangan dalanr percepatan

pembangunan daerah,

b. ;nerrberikan rnasukan kepa.ja Pupati dalam penyusunan arah

prioritas dan kerangka kebijai(an Pemerintah Daerah dalam rangka

percepatan oembangunan Daerah cli Kabupaten Kediri;

c. melaksanakan pnnsip kejujuran, obyektivitas dan keterbukaan

dalam kerar.gka xrec.iibilitas keirmuan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(2) TP3 cjalam melal(sanakan tugas sebagaimana dimaksuC pada ayat (1),

menyelerrggardkarr rapat paling sedikit 1 (satu) kaii dalam sebulan,

(3) Rapat sebagainrarra dimaksud pada ayat (2) untuk nrembahas materi

percep,rian penrbangunan daerah dan memberikan saTan

pertimbangan perumr.rsan prograrn cjan kegiatan percepatan

pembangunan daersh.

(4) Dalam pelaksanaan tLrgas sebagaimana dimat<sud pada ayat (1), TP3

tidak boleh melibatkan SKPD kecuali mendapatkan izin dari Bupati

melarui ketua TP3.

Pasal B

Untuk mendukung pelaksanaan tugac TP3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) tsupati membentuk Sekretariat yang berada di Bappeda

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1) Keanggotaan TP3 sebagairnara rJimaksud dalam pasal 3 ayat (i )

diangk:rt dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Keanggotaan TP3 sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) mempunyai
masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpaniang.

I
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BAB V

HUtsUNGAN KERJA

Pasal 10

(1) TP3 dan BAPPEDA rne,niliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan

arah kebijakan pembangunan yang cituengkan dalam Laporan Bulanan

(2) TP3 dan BAPPEDA dalarn merrjalin hubungan kemitraan sebagaimana

dinraksud pacja ayat (1) harus Dekerja secara sinergi.

(3) Untuk me',,rujudkan kerj:sama sebagaimana dimaksud pada ayal (2),

TP3 dapat berkoordinasi Cengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Kabupaten KeCiri, instansi vertikal di Kabupaten Kediri, Pemerintah

Daerah lairr, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Pasal 1l

TP3 berkedudukan lrbawah Bupati dan bertanggung .jawab langsung

kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal ''i2

(1 ) TP3 yang diangkat oleh Bupati sehragaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (l) dapar diberikan honorariunl sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah

(2) Selain dapat diberikan hcnorariurn sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) 1'P3 dapat diberika: hak lieuangan dan fasilitas lainnya.

(3) Hak keuangan dan fasilitas larnnya sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2), unluk.
a. Ketua paling tinggi setingkat Cengan jabatan struktural eselon ll.
b Sekrelaris dan Arrg(Jota, paling tinggi setingkat. tl9rlgan jabatan

struktrrral eselon lll
(4) Pe,rbelan honorari,rm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

berpedornan pada Poraluran gupali Kediri tentarrg Standar Harga
Satuan Pelaksanaan Kegiatan pada SKpD Kabupaten Kediri.

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat cjitetapkarrnya peraturan Bupati ini
dibiayai dari A,nggaran pendapatan dan Belan.la Daerah Kabupaten Kediri
yang dibebankan pada Anggeran BAppEDA.

I
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BAB VII

KETENTI.'AN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berciasarkan Nota Dinas tanggal 21 Juli 2010

Nomor 065/1591418.3312010 perihal Laporan Hasil Konsultasi dengan Biro

Kepegawaian Kemerrterian Dalarn Negeri di Jakarta dan dengan Balitbangda

dan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana pembuatan

Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Pertimbangarr Percepatan

Pembangunan Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 23 Juli 2010 Nomor

800i3771418.32t2010 tentang Penrbentukan Peraturan Bupati tentang Tata

Kerja Tirn Pertirnbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri.

Pasal 15

Peraturan Bupati rni nrulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan pengrindangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapxan di Kediri

pada tanggal 29 -7 -2010

BUPATI KEDIRI,

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 -7 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERTTA DAERAH KABUPATEN KED]RI TAHUN 2O1O

NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinYa
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Umum

ttd

Alt

f

NIP. 't5199202'1002

t
I


